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BAB VII 

PENUTUP 

7.1. Kesimpulan : 

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada pendahuluan 

sebelumnya, studi ini menemukan sejumlah hal penting sebagai berikut: 

Pertama : Bahwa mekanisme pengadilan agama dalam menetapkan hak perempuan 

pasca perceraian terdiri dari tiga tahap utama: pendaftaran, pemeriksaan, dan penyelesaian 

perkara. Pada tahap pendaftaran, penting untuk memperkuat peran PTSP dan Posbakum 

agar petugas memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mendampingi perempuan, 

melengkapi sistem gugatan mandiri dengan fitur otomatis yang mencantumkan tuntutan 

hak perempuan bila teridentifikasi sebagai korban, serta mendorong kolaborasi lintas pihak 

untuk meningkatkan kesadaran publik dan dukungan komunitas. Pada tahap pemeriksaan, 

dibutuhkan pelatihan khusus bagi hakim terkait isu kesetaraan gender serta penerapan asas 

proaktif demi memastikan kebutuhan pihak yang kurang memahami hukum, khususnya 

perempuan, tetap terlindungi. Sementara itu, tahap penyelesaian menuntut sistem peradilan 

yang adaptif dan tegas melalui evaluasi laporan perkara berjenjang, penetapan tenggat 

waktu bagi kewajiban suami, pencantuman aset sebagai jaminan, dan penerapan sanksi 

administratif guna menjamin kepatuhan, sehingga hak perempuan terlindungi secara 

maksimal dan kepercayaan publik terhadap pengadilan semakin meningkat. 

Kedua : Bahwa Hakim dalam menetapkan hak perempuan pasca perceraian perlu 

membangun argumentasi hukum dengan tiga pendekatan, yuridis, sosiologis, dan filosofis, 

yang diterapkan pada empat pola diferensiasi putusan perceraian, melalui petitum gugatan, 

mediasi, rekonvensi, dan ex officio hakim. Meskipun, penerapan mekanisme ini sering 

terhambat faktor struktural dan individual, padahal fakta persidangan sering menunjukkan 

perempuan sebagai korban utama perceraian. Maka dalam situasi demikian, kewenangan 

ex officio hakim harus ditempatkan sebagai instrumen perlindungan terakhir (last resort) 

yang penggunaannya wajib dioptimalkan melalui regulasi yang lebih tegas, terstandar, dan 

konsisten, berdasarkan pembuktian ada atau tidak adanya nusyuz, sekaligus menghapus 

disparitas perlakuan antara perkara cerai talak dan cerai gugat.  
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Namun jika benteng terakhir, yaitu kewenangan ex officio hakim, ternyata tidak 

mampu menghadirkan perubahan signifikan dalam realisasi pemenuhan hak-hak 

perempuan pasca perceraian, maka penerapan mekanisme ‘putusan batal demi hukum’ jika 

tidak mempertimbangkan hak-hak perempuan dalam putusan dapat menjadi solusi paling 

progresif. Langkah ini berpotensi mendorong optimalisasi seluruh instrumen hukum yang 

telah tersedia, sekaligus menciptakan ekosistem hukum yang berkelanjutan, khususnya 

dalam penanganan perkara perceraian di pengadilan agama. 

Ketiga : Bahwa formulasi kebijakan baru dalam pemenuhan hak perempuan pasca 

perceraian dapat dilakukan melalui rekonstruksi norma mengenai penggunaan kewenangan 

ex officio oleh hakim. Rekonstruksi yang ditawarkan adalah “Dalam perkara cerai talak 

dan cerai gugat, hakim wajib secara ex officio mempertimbangkan hak-hak perempuan 

pasca perceraian seperti Nafkah Iddah, Mut;ah, Nafkah Lampau, dan Nafkah Ba’diyah 

dengan pendekatan siapa yang berbuat nusyuz, dan kewajiban penggunaan ex officio ini, 

tidak dianggap melanggar asas ultra petita."  Adapun pengaturan norma tersebut paling 

tepat, efektif dan efesien saat ini adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) sebagai 

upaya memperkuat  Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,  

Maka berdasarkan temuan tersebut diatas, study ini menyimpulkan bahwa upaya 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dengan formulasi baru tersebut, telah 

mencerminkan keterpaduan norma, institusi, dan budaya hukum sesuai teori sistem hukum 

serta menjamin perlindungan bagi pihak yang rentan sebagaimana ditegaskan dalam teori 

perlindungan hukum. Melalui kewenangan ex officio yang mengikat, hakim dapat 

memastikan hak-hak tersebut terpenuhi tanpa mengenyampingkan peran dari tuntutan hak 

perempuan dalam gugatan, hasil mediasi, dan upaya rekonvensi, sehingga saling 

melengkapi satu sama lain.  

Dengan demikian penegakan hukum berjalan sesuai semangat hukum progresif dan 

memberikan manfaat nyata sebagaimana diukur dalam teori efektivitas hukum. Pendekatan 

ini juga selaras dengan teori maslahah mursalah, karena membawa kemaslahatan secara 

umum dengan melindungi harkat dan martabat perempuan pasca perceraian dan 

memperkuat tatanan sosial yang adil. 



291 

 

7.1. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penelitian ini memberikan 

implikasi penting bagi pengembangan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. 

 Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan sekaligus perluasan konsep 

kewajiban hakim untuk menggunakan kewenangan ex officio dalam rangka menjamin 

pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Penegasan ini secara argumentatif 

membuktikan bahwa kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan asas ultra petita, 

sehingga membuka ruang untuk penguatan praktik peradilan yang lebih responsif terhadap 

keadilan gender. 

Secara normatif, temuan penelitian ini mendorong pentingnya kodifikasi norma 

baru melalui instrumen yuridis, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). 

Kodifikasi ini berfungsi sebagai pedoman resmi yang mengikat, sekaligus sebagai upaya 

optimalisasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan di Peradilan Agama. 

Dengan adanya pengaturan tersebut, kepastian hukum dan keseragaman penerapan dapat 

tercapai, sehingga tidak bergantung hanya pada diskresi individual hakim. 

Secara praktis, implikasi penelitian ini memberikan landasan hukum yang lebih 

kokoh bagi para penegak hukum, khususnya hakim di Peradilan Agama, dalam 

melaksanakan fungsi perlindungan hak perempuan. Reformasi ini tidak hanya memperkuat 

posisi perempuan sebagai subjek hukum yang setara, tetapi juga mempertegas komitmen 

peradilan agama dalam mewujudkan prinsip keadilan substantif. 

Dengan demikian, implikasi penelitian ini bersifat multidimensi: memperkaya 

khazanah teoretis hukum acara, memberikan arah pembaruan normatif melalui instrumen 

hukum positif, serta menghadirkan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam 

memperkuat perlindungan hak perempuan di Indonesia. 

7.2. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian, untuk memperkuat mekanisme pemenuhan hak-hak 

perempuan pasca perceraian di lingkungan Peradilan Agama, beberapa rekomendasi dapat 

diajukan sebagai berikut : 
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Diperlukan penyelenggaraan kampanye dan edukasi hukum secara kolektif yang 

melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari masyarakat desa hingga kalangan akademisi. 

Kampanye ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai living law yang 

berkembang di masyarakat modern, khususnya terkait dengan pemenuhan hak perempuan 

pasca perceraian di pengadilan agama. Agar transformasi budaya hukum kepada 

masyarakat tercapai maka edukasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga 

tercipta transformasi budaya hukum ke arah yang lebih progresif. Paradigma lama yang 

memandang negatif perempuan sebagai penggugat cerai, misalnya akibat kekerasan dalam 

rumah tangga, praktik poligami tidak sah, atau bentuk ketidakadilan lainnya, harus 

digantikan dengan pemahaman baru bahwa langkah tersebut merupakan tindakan positif, 

sah secara hukum, dan bertujuan melindungi hak-hak perempuan. 

Kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum perlu dilakukan secara terus-menerus untuk 

menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan riil 

masyarakat. Dengan demikian, aturan hukum dapat senantiasa relevan, adaptif, dan mampu 

memberikan keadilan substantif sesuai konteks zaman. 

7.3. Keterbatasan Studi  

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis dihadapkan pada keterbatasan waktu 

yang berdampak pada tidak dijelaskan secara mendalam beberapa isu penting yang terkait. 

Salah satu isu krusial yang terlewatkan adalah penggunaan harta suami sebagai jaminan 

dalam eksekusi paksa untuk pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Meski memiliki 

relevansi yang besar, isu ini tidak menjadi fokus utama penelitian dan terpaksa 

dikesampingkan akibat keterbatasan waktu.  

Namun, aspek ini menawarkan peluang yang signifikan untuk penelitian lanjutan, 

baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan, guna memperkaya pemahaman dan 

mendorong pengembangan hukum yang lebih menyeluruh. guna melengkapi pemahaman 

dan pengembangan hukum yang lebih komprehensif. 
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Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Tt. 

Al-Syarbini, Muhammad bin al-Khatib. 1997. “Mughni Al-Muhtaj Ila Ma ‘rifah Ma ‘ani 

Alfaz Al-Minhaj.” Beirut: Dâr Al Fikr. 

Al-Thabari, I. J. (2000). Jami’al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an. Beirut: Muassasah Al-Risalah. 

Al-Zuhaili, Wahbah. 1996. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Cet. Ulangan).” Damsyiq: 

Dar Al-Fikr. 

Arto, A. M. (1996). Praktek perkara perdata pada pengadilan agama. Pustaka Pelajar. 

Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). Hukum acara perdata di Indonesia. Prenada Media. 

Asnawi, M. N. (2013). Hukum pembuktian perkara perdata di Indonesia: kajian 

kontekstual mengenai sistem, asas, prinsip, pembebanan, dan standar pembuktian. 

UII Press. 

Asnawi, M. N. (2020). Hemeneutika putusan hakim: pendekatan multidisipliner dalam 

memahami putusan peradilan perdata. UII Press. 

Badan Pusat Statistik, S. I. (2023). Laporan Tahunan 2023. 

Barda Nawawi Arief. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (ke 2). Kencana.  

Bintania, Aris. 2021. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha. 

Rajawali Pers. 

Cholil, M. (2013). Psikologi keluarga Islam: berwawasan gender. UIN-Maliki Press. 



 

 

Cresswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: memilih diantara lima 

pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Darania Anisa, S. H. I. (n.d.). Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Penjelasan e-

Court dan e-Litigation. Penerbit Adab. 

Dawud, A. (1984). Sunan Abu Dawud (Vol. 1). Sh. Muhammad Ashraf. 

Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Edited by Liberty. Yogyakarta. 

Dictionary, Oxford. 2008. “Oxford Learner’s Pocket Dictionary.” New York: Oxford 

University Press. 

Dirjen Badilag. (2013). Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan. In Buku II. 

Dirjen Badilag. (2021). Buku Panduan Aplikasi Gugatan Mandiri. 

Djamil, F. (n.d.). Kedudukan sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara peradilan 

agama. 

Djamil, Fathurachman. 1974. “Filsafat Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997.” Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin, Jilid III, Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-

Arabiyah, t. Th. Hazairin. Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta: Tintamasa. 

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M. . (2020). Aksesibilitas Keadilan bagi Perempuan dan 

Anak (Achmad Cholil Ade Firman Fathony (ed.)). PT Imaji Cipta Karya. 

Efendi, Satria. 2014. “Ushul Fiqh, Cetakan–5.” Jakarta: Kencana. 

Fanani, A. Z. (2014). Berfilsafat dalam putusan hakim: teori dan praktik. Mandar Maju. 

Fauzan, M. (2005). Pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah 

syar’iyah di Indonesia. 

Friedman, L. M. (2019). Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia. 

Ghazali, N. M., & Ismail, W. A. F. W. (2006). Nusyuz, Shiqaq dan Hakam Menurut Al-

Quran, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam. Penerbit Kolej Universiti 

Islam Malaysia. 

Ghofar, M. A. (1993). Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya. Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar. 

Hans kelsen. 2009. Dasar-Dasar Hukum Normatif. Nusa Media. Jakarta. 

Harahap, M. Y. (1988). Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata. (No Title). 



 

 

Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, 

pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika. 

Harahap, Y. (1993). Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama. Cet. II, 

Garuda Metro Politan Press, Jakarta. 

Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. 2018. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” 

Iriani, D. (2011). Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan 

hukum. Justicia Islamica, 8(1). 

Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia,. Jakarta: Sinar 

grafika. 

Katsir, Ibnu. 1999. “Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim.” Jilid. I, Cet. I. 

Kemdikbud. 2021. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia.” 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Khallaf, Syaikh Abdul Wahhab. 2015. Ijtihad Dalam Syariat Islam. Pustaka Al-Kautsar. 

Kharlie, Ahmad Tholabi. 2022. Hukum Keluarga Indonesia. Sinar Grafika. 

Kusumaatmaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan. Pusat Studi 

Wawasan Nusantara, Bandung. 

Lain, A. P. I. (n.d.). Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan agama. 

Lubis, M solly. 1994. Filsafat Ilmu Dan Penelitian. CV. Mandar Maju. 

Lubis, M. R., & Siregar, G. T. P. (2023). Buku. 

M. Bagir Al-Habsyi. 2002. Fikih Praktis. Edited by Mizan. Bandung. 

Mahkamah Agung, R. I. (1994). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Makarao, M. T. (2004). Pokok-pokok hukum acara perdata. Rineka Cipta. 

Manan, A. (2006). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. 

Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di 

Peradilan Agama. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2(2), 189–202. 

Manan, A., & Kamil, A. (2007). Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan 

Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. Cet. ke-3, 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta. 

Manan, Abdul. 2006. “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.” 



 

 

Manan, Bagir. 2005. “Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004.” Jakarta: Mahkamah Agung RI. 

Manan, H. A. (2011). Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata. Makalah 

Disampaikan Pada Acara RAKERNAS Mahkamah Agung-RI Di Hotel Mercuri 

Ancol Tanggal, 18–22. 

Manan, M. ’Azzam. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif sosiologis. 

Jurnal Legislasi Indonesia, 5(3), 9–34. 

Manzur, I. (2000). Lisan Al’Arabi (Arabic Language Dictionary). Beirut, Lebanon: Darul 

Kotob Al Ilmiyah Publishing. 

Manzur, Ibn. 1997. “Lisan Al-’arab.” 

Maqdisi, Ibnu Qudamah Al. n.d. “Al-Mughni Al-Muhtaj.” Beirut: Dar al-Fikr, t. th. 

Marwing, Anita. 2018. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo).” Palita: Journal of Social-Religion 

Research 1 (1): 45–62. https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60. 

Marzuki Wahid dan Rumadi. 2001. Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Syariat 

Islam Di Indonesia. Yogykarta: LKIS. 

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. 

Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik. 

Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). Bab-bab tentang penemuan hukum. Citra Aditya 

Bakti. 

Mertokusumo, S. (2007). Penemuan hukum sebuah pengantar. 

Mertokusumo, S. (2009). Hukum acara perdata Indonesia. 

Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode 

Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram. 

Muhammad Ali, M. (2022). Konsep Al-Quran Tentang Mutah Dan Implementasi 

Penerapannya Di Pengadilan Agama. Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo). 

Muhammad Siddiq. (2008). Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum. In Jakarta: 

Pradnya Paramita. 

Muhammad Syaifuddin, S H, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan. 2022. 

Hukum Perceraian. Sinar Grafika. 



 

 

Muhammad, A. (1990). Hukum Acara Perdata Indonesia, cetakan ke-4. Bandung: Citra 

Aditya Bakti. 

Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra aditya bakti. 

Muhammad, A. K. (2007). Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum. Kota Bharu: Kolek 

Islam Antara Bangsa Sultan Ismail Petra (KIAS). 

Muhammad, Daud All. 2007. “Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum 

Islam Di Indonesia.” Rajagrafindo. 

Muhlizi, A. F., & SH, M. H. (2013). Melahirkan Hakim Reformis. Rechtsvinding Media 

Pembinaan Hukum Indonesia, 2(047), 1–7. 

Mujieb, M. A. (1994). Kamus istilah fiqih. Pustaka Firdaus. 

Mukti, A. (2017). Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun 

Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan.” Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Munawwir, A. W., & Munawwir, A. W. (1997). Kamus al-munawwir Arab-Indonesia 

terlengkap. 

Munawwir, Achmad Warson, and Ahmad Warson Munawwir. 1997. “Kamus Al-

Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.” 

Natsir, A. M. (2014). Hermeneutika Putusan Hakim. Yogyakarta: UII Press. 

Nurjanah, Siti, and Agus Hermanto. 2022. “Hukum Perkawinan Islam Progresif Di 

Indonesia.” CV. Literasi Nusantara Abadi. 

Partanto, Pius A, and M Dahlan Al Barry. 1994. “Kamus Ilmiah Populer.” Surabaya: 

Arkola 37:23. 

Pedoman Pelaksanaan Gugatan Mandiri Di Pengadilan Agama (2021). 

Pengadilan Agama Lubuklinggau. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 

2023,. 

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT Bina Im. 

Surabaya. 

Praja, Juhaya S. 1991. “Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktek.” Bandung: 

Rosda Karya. 

Prinst, D. (1996). Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan. Citra Aditya Bakti, Jakarta. 



 

 

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia,. Mandar Maj. 

Bandung. 

Rahardjo, S. (1979). Hukum dan perubahan sosial: suatu tinjauan teoretis serta 

pengalaman-pengalaman di Indonesia. (No Title). 

Rahardjo, S. (1991). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. 

Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis. 

Rahardjo, Satjipto. 1991. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. 

Rahmadi, T. (2011). Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. 

Rasyid, R. A. (1991). Hukum acara peradilan agama. (No Title). 

Retnowulan Soeroso. (2016). Prosedur Hukum Acara Perdata di Indonesia. Rajawali Pers. 

Rifyal Ka‘bah. 2005. Pengantar Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press,. 

Rifyal Ka’bah. 1999. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Universitas Yarsi. Jakarta : 

Rofiq, Ahmad. 2000. “Hukum Islam Di Indonesia.” 

Romli Atmasasmita. 2019. Teori Hukum Integratif (Rekontruksi Terhadap Teori Hukum 

Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif Edisi Revisi. Yogyakarta: Gentaa 

Publishing. 

Rubini, I., & Ali, C. (1974). Pengantar hukum acara perdata. Alumni. 

Rusyd, Ibn, and Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad. 1982. “Bidāyah Al-Mujtahid Wa 
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maqāṣid asy-syarī‘ah. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(2), 201. 

https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09205 

Albana, M. Z., & Syahr, Z. H. A. (2021). Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan: 

Wujud Pemenuhan Keadilan Sosial Bagi Masyarakat. Castle. 

https://puslit.dpr.go.id/
https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09205


 

 

Alfarabi, M. (2023). Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan. Rampai 

Jurnal Hukum (RJH), 2(1), 35–46. 

Amnesti, S. K. W. (2019). Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di 

Pengadilan Agama Magelang. Amnesti Jurnal Hukum, 1(1), 18–28. 

Andaryuni, L. (2017). Pemahaman gender dan tingginya angka cerai gugat di pengadilan 

agama samarinda. Fenomena. https://doi.org/10.21093 /fj.v9i2.946 

An-Nawawi, Azmybs. 1991. “Raudhatu At-Tolibinwa Umdat Al-Muftin, Vol. 5.” Beirut: 

Maktab Al-Islami. 

Answow, F. F. (2016). Proses Lahirnya Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri. Lex 

Et Societatis, 4(1). 

Arinda, D. S., Syahputra, A., & Setiawan, A. (2022). Penyuluhan Dan Bantuan Hukum 

Perceraian Di Posbakum Aisyiyah. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian 

Masyarakat LPPM UMJ, 1(1). 

Asni, A. (2014). Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan 

dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 14(1). 

Butarbutar, E. N. (2010). Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di 

peradilan perdata. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 

22(2), 347–359. 

Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara 

Perdata Di Pengadilan. Jurnal Hukum Unsrat, 2(1), 124–136. 

Djafar, E. M. (2014). Sinergi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan Indonesia. Jurnal 

Hukum Dan Peradilan, 3(3), 237–242. 

Dyana, Burhanatut. 2014. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai 

Talak Raj ’ i.” Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai 

Talak Raj’I 2 (1): 15–26. Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 2, No. 1. 

Fahmi, L. I., & Ratnawati, S. (2020). Teknologi Informasi Sebagai Faktor Fasilitas Kerja 

Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB. 

Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi), 9(2), 436–443. 

Fakhria, S. (2018). Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial 

Perempuan. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 96–119. 



 

 

Fikri. 2019. “Al-Maiyyah.” Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di 

Pengadilan Agma Pareparegat Di Pengadilan Agma Parepareleksibilitas Hak 

Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agma Pareparegat Di Pengadilan 

Agma Parepare 12 (1): 1–16. 

Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama 

Bandung. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam. 

https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547 

Halim, A., & Pratama, A. H. (2020). Poligami Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Di 

Indonesia Dan Mahkamah Syariah Malaysia. Jurnal Yuridis. 

Harianti, Hanik, Mansari Mansari, and Rizkal Rizkal. 2021. “Sensitivitas Hakim Terhadap 

Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah 

Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna).” Jurnal Mediasas : Media 

Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 4 (1): 47. 

https://doi.org/10.58824/mediasas. v4i1.263. 

Heniyatun, H., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara 

Cerai Gugat. Profetika: Jurnal Studi Islam, 21(1), 39–59. 

Himawan, M. W., Suparnyo, S., & Hartanto, D. A. (2022). Pelaksanaan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di 

Pengadilan Agama Kudus. Jurnal Suara Keadilan, 23(1), 63–77. 

https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8556 

Hutajulu, M. J. (2015). Filsafat hukum dalam putusan pengadilan/hakim. Refleksi Hukum: 

Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 91–100. 

Idris, Z., Rachman, M., & Hajri, W. A. (2022). Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak 

Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya): Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-

Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya). UIR Law Review, 6(1). 

Ihzafitri, Erysa Indira, Rif’ah Roihanah, Rifqi Aulia Salsabila, and Qatrunnada Fairuz 

Mudhi’ah. 2022. “Implementasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Dalam Perkara 

Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” Jurnal Antologi Hukum 2 

(2): 222–35. https://doi.org/10.21154/ antologihukum.v2i2.1329. 

https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547
https://doi.org/10.58824/
https://doi.org/10.21154/


 

 

Islamy, A., & Abduh, M. (2023). Putusan Hakim Atas Pemenuhan Hak-Hak Istri Pada 

Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif Cedaw. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan 

Integrasi Peradilan, 1(2), 51–62. https://doi.org/10.53491/ hunila.v1i2.535 

Jalaludin, A. (2015). Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama Dalam 

Perkara Cerai Talak. Muwazah, 7(2), 97–210. 

Jamaluddin, Y. (2016). Model peningkatan kualitas pelayanan publik. Jurnal Tapis: Jurnal 

Teropong Aspirasi Politik Islam, 12(1), 54–68. 

Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. 

AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3(3), 120–130. 

Jariah, A. (2021). Efektivitas penerapan aplikasi gugatan mandiri bagi masyarakat 

pencari keadilan pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram. UIN 

Mataram. 

Juanda, E. (2016). Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif 

Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 4(1), 27–46. 

Juzai, Ibn, and Muhammad bin Ahmad. 1989. “Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah.” Fez: 

Mathba’ah Al-Nahdhah, Tt. 

Kaligis, R. Y. J. (2017). Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses 

Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek. Jurnal 

Hukum Unsrat, 23(8). 

Kamaludin, A. (2021). Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A. Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman. 

Kira, J. H. V. I. S. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan 

Kehakiman. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(2). 

Kurniawan, M. I., Hanani, N., & Qamaria, R. S. (2022). Hambatan Pelaksanaan SEMA 

No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat 

Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & 

Family Studies, 4(1), 

Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, and Rezki Suci Qamaria. 2022. “Hambatan 

Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan 

https://doi.org/10.53491/


 

 

Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” Al-Syakhsiyyah: 

Journal of Law & Family Studies 4 (1): 

Mahsun, L. (2020). Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim 

Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Jurnal Hukum Caraka Justitia, 1(1), 51–65. 

Maimun, M., Toha, M., & Arifin, M. (2019). Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat 

Dan Faktor Penyebabnya : Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di 

Madura. Islamuna: Jurnal Studi Islam. https://doi.org/ 10.19105/ 

islamuna.v5i2.2105 

Mansari, Dahlan, M. dan M. (2018). Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda 

Aceh). Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. 

Mansyur, R. (2015). Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi 

Integritas Dan Kepastian Hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 4(1), 83–100. 

Maulida, F., & Busyro, B. (2018). Nafkah Iddah Akibat Talak Bain Dalam Perspektif 

Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). Al Hurriyah: 

Jurnal Hukum Islam, 3(2), 113–130. 

Mun’im, A., & Sari, S. N. (2021). Tinjauan Teori Nushu ̅z Terhadap Pelanggaran Suami 

Atas Hak Istri Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 Dan 2019. 

Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies. 

https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2593 

Nasriah, Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin. 2020. “Perlindungan 

Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.” Journal of Lex Philosophy (JLP) 1 (2): 

195–211. https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272. 

Ni’mah, Z. (2012). Efektivitas penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(1), 55. 

https://doi.org/10.22146/jmh.16141 

Nur, D. U. H. (2020). Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama 

Maros. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 14(1), 

https://doi.org/
https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272
https://doi.org/10.22146/jmh.16141


 

 

Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan 

Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. De Lega 

Lata : Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30596/ dll.v4i2.3172. 

Nurlaelawati, Euis. 2010. Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum 

Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts. Vol. 4. Amsterdam 

University Press. 

Prasidi, D. (2010). Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan. Jurnal Konstitusi, 7(3), 

161–184. 

Priyono, E. A., Widanarti, H., & Triasih, D. (2019). Arti Penting Jawaban Atas Gugatan 

Sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat. Law, Development and 

Justice Review, 2(1), 1–7. 

Putro, Widodo Dwi. 2009. “Mengkritisi Positivisme Hukum.” dalam, Sulistyowati Irianti 

Irianto dan Shidarta, ed., Metode Penelitian …. 

Qomaro, G. W. (2021). Agensi hakim pengadilan agama bangkalan dalam pemenuhan hak 

istri pasca cerai. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 63. 

https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7455 

Rachman, A. W., Fadlillah, A. R., & Cholifah, N. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap 

Perempuan Berstatus Janda. Cross-Border, 6(1), 371–382. 

Rafael La Porta. 1999. ““Investor Protection and Cororate Governance;” Journal of 

Financial Economics”. 

Rahmania, A. Z., Rosandi, N. S., Fazila, G. A., & Ananti, V. M. (2022). Pandangan 

Agama di Indonesia Terhadap Budaya Patriarki dan Dampak Budaya Patriarki 

Terhadap Korban. Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 1(01). 

Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama dan Moral dalam Pembentukan 

Substansi dan Struktur Hukum. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2(2), 

153–172. 

Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) di Indonesia: Analisis Kritis 

terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. Al-’Adalah, 12(1), 191–

204. 

https://doi.org/10.30596/


 

 

Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam 

Mengukur Kinerja Lembaga Negara. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 7(1). 

Riyanto, M. H., & Nomor, L. U.-U. (n.d.). Peran petugas pelayanan terpadu satu pintu di 

pengadilan dalam melayani permohonan informasi. 

Rosadi, E. (2016). Putusan hakim yang berkeadilan. Badamai Law Journal, 1(2), 381–400. 

Rusdaya Basri1, Rukiah2. 2020. “Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah Terhadap 

Penerapan Hak Ex Officio Hakim.” Al-MAIYYAH : Media Transformasi Gender 

Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 13 (1). 

Saadah, M. (2020). Perempuan Dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan 

Agama Bekasi. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 11(2), 14. 

https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202 

Saragih, Taufiq Fathur Ronzie, Sahmiar Pulungan, and Adlin Budhiawan. 2022. “Hukum 

Nafkah Mut’ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 

3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai 

Gugat).” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial. 

https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443. 

Sarini, L. (2017). Effectiveness of the Implementation of Supreme Court Regulation 

Number 3 of 2017 in the Marisa Religious Court. Al-Mizan (e-Journal), 13(2), 

243–271. 

Sary, B. M. (2022). Konsep NusyūZ Dalam Kompilasi Hukumislam Menurut Siti Musdah 

Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender). 

Satria, R. (n.d.). Pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara di tengah era 

peradilan modern. 

Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. 2019. “Pendampingan 

Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” JCIC : Jurnal CIC Lembaga 

Riset Dan Konsultan Sosial 1 (2): 80–99. https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19. 

Siregar, R. H. (2009). Islam, Wanita dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis 

Kasus KDRT di Pengadilan Agama Medan). Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah 

Dan Hukum, 43(2). 

https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202
https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443


 

 

Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak 

Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/The Role Of Religious 

Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable 

Decision. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(3), 353–374. 

Suharto, Mukhamad. 2020. “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi 

Nafkah Cerai Gugat.” Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 45–67. 

Sumiati, S. (2023). Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca 

Perceraian Di Perumahan Griyasehati Terongt Rawah. Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran 

Dan Hukum Islam, 9(2), 19–31. 

Sururie, R. W. (2014). Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara 

Perceraian. Jurnal Yudisial, 7(2), 137–155. 

Syahr, Z. H. A. (2020). Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan. Prosiding 

Seminar Nasional Pakar, 2–3. 

Tanuri, T., Istianah, I., & Sadari, S. (2022). Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Di 

Jakarta Timur dan Solusinya. MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari 

Ah Dan Tarbiyah. https://doi.org/10.33511/ misykat.v7n2.193-201 

Tarmizi, A., Alamsyah, B., & Syarifuddin, A. (2019). Tindak Pidana Kekerasan dalam 

Rumah Tangga yang Menjadi Alasan Putusnya Gugatan Perceraian di Pengadilan 

Agama Jambi. Legalitas: Jurnal Hukum, 9(2), 248–308. 

Taufik Rahayu Syam. (2015). Bolehkan Pengadilan Membantu Menyusun Surat Gugatan? 

Badilag. 

Thalib, Sayuti. 2008. “Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam.” /Jurnal/Al-

Jamiah/Al-Jamiah No. 9 Th. XIII-1975/. 

Udin, Z. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir 

Problematika Perkawinan. Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam, 4(1), 17. 

Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandono, H., & Destia, I. W. (2023). Eksekusi 

Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata. 

Jurnal Penelitian Serambi Hukum, 16(01), 144–151. 

Wahju, M., & SH, K. (2018). Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia. 

MediaPressindo. 

https://doi.org/10.33511/


 

 

Wahyudi, W. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Tingginya Angka 

Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017-2019). 

IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies. https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.33 

Zuhrul Anam, S. H. I. (n.d.). Saksi keluarga terhadap semua jenis alasan dalam perkara 

perceraian. 

Zulkifli, Z., & Razak, A. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin 

Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Journal of Lex Generalis 

(JLG), 3(8), 1424–1436. 

Perundang-Undangan  

Burgerlijk Wetboek. (1847). Burgerlijk Wetboek voor Indonesië (Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata). Staatsblad 1847 No. 23.  

Herzien Indonesisch Reglement. (1941). Herzien Indonesisch Reglement (HIR). Staatsblad 

1941 No. 44.  

Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.  

Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.  

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum.  

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum.  

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017.  

Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Pelaksanaannya. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama 

Republik Indonesia. 

https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.33


 

 

Reglement Buitengewesten. (1927). Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor de 

Buitengewesten (RBG). Staatsblad 1927 No. 227.  

Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering. (1847). Reglement op de Burgerlijke 

Rechtsvordering (RV). Staatsblad 1847 No. 52.  

United Nations General Assembly. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women (CEDAW). United Nations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN 

1. Permohonan Data Perkara Perceraian Tahun 2023 dari Pengadilan Agama Lubuk 

Linggau. 

2. Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Tahun 2023 

3. Laporan Beban Perkara Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2023 

4. Laporan Perkara Putus Tingkat Pertama Sesuai Jenisnya Se wilayah Hukum PTA 

Palembang. 

5. Daftar Perkara Putus Cerai Talak Pengadilan Agama Lubuklinggau Tahun 2023. 

6. Daftar Perkara Putus Cerai Gugat Pengadilan Agama Lubuklinggau Tahun 2023. 

7. Laporan Perkara Putus Jenis Cerai Talak Periode 02-01-2023 sd 29-12-2023 

8. Laporan Perkara Putus Jenis Cerai Gugat Periode 02-01-2023 sd 29-12-2023 

9. Metode Pelaksanaan Putusan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Talak 

10. Metode Pelaksanaan Putusan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Talak 

11. Laporan Perkara Putus Cerai Talak Verstek 

12. Laporan Perkara Putus Cerai Gugat Verstek 

13. Laporan Perkara Berhasil Mediasi Tahun 2023 

14. Laporan Penilaian Kinerja Triwulan I s/d IV Peradilan Agama Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































































































































































































































PROFIL PENULIS 

Khairul Badri. Adalah penulis disertasi ini. lahir di Aceh Selatan 

pada 24 April 1987, merupakan putra pertama dari empat 

bersaudara, dari pasangan Muhibudin dan Rukaiyah. Sejak kecil, 

penulis menempuh pendidikan di kampung halaman, bersekolah 

di SDN Lhok Pawoh hingga lulus pada 25 Mei 1999. 

Keterbatasan akses pendidikan di pedesaan tidak menyurutkan 

tekad untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. kemudian berhijrah ke kota 

dengan menempuh pendidikan di MTs Darul Ulum Banda Aceh dan berhasil 

menyelesaikannya pada 26 Juni 2002. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan menengah atas 

di MAS Ruhul Islam Anak Bangsa dan lulus pada 30 Juni 2005. Kecintaannya terhadap 

ilmu agama mendorong penulis melanjutkan studi ke luar negeri di Universitas Al-Azhar, 

Kairo, dengan konsentrasi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah), dan lulus pada 12 

Agustus 2009 dengan gelar Lc. Setelah itu, kembali ke tanah air dan melanjutkan studi 

pascasarjana di IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Program Studi Hukum Islam, dan berhasil 

meraih gelar Magister of Arts (M.A.) pada 28 Agustus 2014. Pada tahun 2022, semangat 

untuk terus belajar mengantarkan penulis kembali menempuh pendidikan doktoral di 

Program Pascasarjana S-3 UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. 

Penulis sehari-hari berprofesi sebagai hakim pada Pengadilan Agama. Awal karier 

dimulai sebagai Calon Hakim di Mahkamah Syar’iyah Jantho pada 1 Januari 2011, 

kemudian bertugas di Pengadilan Agama Medan sejak 1 Agustus 2012. Setelah resmi 

diangkat sebagai hakim, penulis ditugaskan di Pengadilan Agama Nunukan pada 29 

September 2014. Selanjutnya, bertugas di Mahkamah Syar’iyah Sinabang sejak 25 April 

2019, kemudian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada 18 Januari 2021. Puncaknya, 

pada 22 September 2023, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama 

Pulau Punjung, jabatan yang masih diemban hingga saat ini. 

Akhirnya, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. 

serta terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan 

hingga terselesaikannya disertasi ini yang berjudul Pemenuhan Hak Perempuan Pasca 

Perceraian di Pengadilan Agama. 


